
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1620, 2016 MA. Kerugian Negara. Penyelesaian. Perubahan. 

 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN  

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN  

BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kerugian 

negara merupakan tugas yang harus dilakukan secara 

cermat, teliti, penuh rasa tanggung jawab, dengan 

menggunakan sistem administrasi yang tertib dan 

akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh 

tenaga pengelola yang profesional guna menghindari 

timbulnya kerugian negara; 

  b.  bahwa pengaturan penyelesaian kerugian negara 

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian 

Kerugian Negara di lingkungan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada 

dibawahnya, sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan saat ini sehingga perlu diubah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
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Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan 

Peradilan yang berada dibawahnya; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 

  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5076); 

  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); 

  4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); 

  5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5079); 

  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  3713); 

  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
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1971 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 4150); 

  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  10. Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

  11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4652); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4855); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
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  15. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian 

Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 147); 

  16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 

2013 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI 

LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di 

lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan 

Peradilan yang berada dibawahnya (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1208), diubah sebagai berikut :  

 

1. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 7 diubah, sehingga 

Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :  

 

Pasal 7 

(1) Tim Penyelesaian Kerugian Negara dalam lingkungan 

Mahkamah Agung terdiri dari : 

a. Ketua : Sekretaris Mahkamah 

Agung. 

 

b. Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Urusan 

Administrasi Mahkamah 

Agung. 
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2. Kepala Badan Pengawasan 

Mahkamah Agung. 

c. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan 

Badan Urusan Administrasi    

Mahkamah Agung. 

d. Anggota : 1. Para Sekretaris Unit 

Eselon I di lingkungan 

Mahkamah Agung. 

2. Para Kepala Biro di 

Lingkungan Badan Urusan 

Adminstrasi Mahkamah 

Agung. 

e. Sekretariat : Bagian Verifikasi dan 

Tuntutan Ganti Rugi Biro 

Keuangan Badan Urusan 

Administrasi Mahkamah 

Agung. 

(2) Tim Penyelesaian Kerugian Negara bertugas 

membantu Ketua Mahkamah Agung dalam 

menangani Penyelesaian Kerugian Negara. Dalam 

melaksanakan tugas Tim Penyelesaian Kerugian 

Negara menyelenggarakan fungsi untuk : 

a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang 

diterima; 

b. mengumpulkan dan melakukan Verifikasi 

terhadap bukti-bukti pendukung bahwa Calon 

Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan 

Bendahara, Pejabat Negara dan Pihak Ketiga 

yang telah melakukan perbuatan melanggar 

hukum atau lalai dalam melaksanakan 

kewajiban yang dibebankan kepadanya baik 

secara langsung maupun tidak langsung, secara 

sengaja maupun tidak sengaja yang 

mengakibatkan terjadinya kerugian negara; 

c. menginventarisasi harta kekayaan milik Calon 

Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan 

Bendahara, Pejabat Negara dan Tenaga Honorer 
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